


 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI 

 
SASARAN 
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 

1 Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang Baik di 
bidang 
Pengelolaan 
Komunikasi, 
Informasi Publik 
dan Kerja Sama 
Internasional 

1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan 
komunikasi publik KKP (nilai) 

96,9 

2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan 
komunikasi publik KKP (nilai) 

93,3 

3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai) 94 
4 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga 

kepada mitra kerja di bidang kelautan dan 
perikanan (persen) 

89 

5 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan 
KKP (nilai) 

88 

2 Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang Baik di 
bidang Kerja Sama 
Internasional 

6 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di 
bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti 
(persen) 

95 

7 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia 
di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di 
forum internasional (persen) 

93 

8 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan 
dinas luar negeri di lingkungan KKP (persen) 

88 

9 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum 
regional dan multilateral di bidang kelautan dan 
perikanan (persen) 

100 

3 Terwujudnya 
Layanan 
Dukungan 
Manajemen yang 
Baik Lingkup Biro 
Hubungan 
Masyarakat dan 
Kerjasama Luar 
Negeri 

10 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan 
Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai) 

84 

11 Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan 
Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Indeks) 

85 

12 Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup 
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar 
Negeri (persen) 

100 

13 Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja 
Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem 
manajemen pengetahuan yang terstandar (persen) 

94 

14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang 
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro 
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar 
Negeri (persen) 

100 

15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan 
Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen) 

95 

16 Persentase penyelesaian program penyusunan 
peraturan perundang-undangan bidang hubungan 
masyarakat dan kerja sama luar negeri (persen) 

100 

17 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk 
Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat 
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (nilai) 

75 

 
 




